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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 140 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAERAH

KHUSUS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal telah
menetapkan desa tertinggal di daerah tertinggal dan
daerah tertinggal yang telah terentaskan dalam periode
tertentu;

b. bahwa dalam rangka memperlancar pemberian
tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus agar tepat
sasaran, jumlah, dan waktu, perlu mengubah Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun
2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian
Tunjangan Khusus Bagi Guru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria
Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi
Guru;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5016);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2014;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P
Tahun 2014;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun
2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian
Tunjangan Khusus Bagi Guru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 34 TAHUN 2012
TENTANG KRITERIA DAERAH KHUSUS DAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian
Tunjangan Khusus Bagi Guru diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penetapan daerah penerima tunjangan khusus bagi guru yang bertugas
di daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang
merupakan dasar pemberian tunjangan khusus bagi guru yang
bertugas di daerah khusus berdasarkan data mengenai penetapan desa
tertinggal di daerah tertinggal dari kementerian yang menangani
urusan pemerintahan bidang pembangunan daerah tertinggal.
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2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepala daerah kabupaten/kota yang daerahnya telah ditetapkan
sebagai daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
mengusulkan guru yang berhak menerima tunjangan khusus sesuai
dengan kriteria dan kuota yang telah ditetapkan.

(2) Usulan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan di
bidang pendidikan.

(3) Jika jumlah guru calon penerima tunjangan khusus yang memenuhi
persyaratan melebihi kuota yang telah ditetapkan, pemerintah pusat
dapat menentukan calon penerima sebanyak kuota berdasarkan skala
prioritas.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


